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Abstrak 
 

Perencanaan pajak merupakan serangkaian strategi untuk mengatur keuangan perusahaan untuk 

meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak yang berjalan sebagai 

upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen pendukung, dan diolah menggunakan aplikasi 

Nvivo 12 pro. Hasil penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara 

II Bulu Cina belum sepenuhnya melakukan implementasi perencanaan pajaknya meski sudah 

melakukannya dengan benar sesuai undang-undang. Saran yang saya berikan dalam penelitian ini 

PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dapat menambahkan biaya makan dan biaya transportasi 

agar menjadi biaya fiskal koreksi positif dalam implementasi perencanaan pajak sehingga dapat 

mengurangi pembayaran PPh terutang perusahaan. 

 

Kata kunci : Kinerja Perusahaan, Implementasi Perencanaan Pajak 

 

 

Abstract 
 

Tax planning is a strategies for managing company finances to minimize tax obligations in ways 

that do not violate tax regulations. This research aims to determine the ongoing implementation of 

tax planning as an effort to improve company performance at PT. Perkebunan Nusantara II Bulu 

Cina. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach with data 

collection techniques through interviews and supporting documents, and processed using the Nvivo 

12 pro application. The results of this research conducted show that PT. Perkebunan Nusantara II 

Bulu Cina has not fully implemented its tax planning even though it has done it correctly according 

to the law. The advice I give in this research is PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina can add 

food costs and transportation costs to become positive correction fiscal costs in the implementation 

of tax planning so that it can reduce the company's Income Tax payments owed. 
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1. Pendahuluan 
Pajak me lrupakan pungutan wajib yang ada di se ltiap ne lgara yang be lrlandaskan hukum, hanya 

saja me lmiliki pelrbeldaan pada seltiap nelgaranya. Pajak pada tiap masing-masing ne lgara be lrbelda 

selsuai delngan ke ltelntuan yang be lrlaku pada nelgara telrselbut. Di Indolnelsia se lndiri pada masa 

selkarang ne lgara seldang pada tahap usaha me lmulihkan sistelm pe lrpajakannya untuk 

melmaksimalkan pe lndapatan yang didapat dari selktolr pajak. 

Pajak dapat dikatakan se lbagai belban yang ditanggung pe lrusahaan selhingga dapat 

melngurangi laba yang ditelrima. Selhingga me lnimbulkan dua kelpe lntingan yang be lrtollak bellakang. 

Dari pelrbeldaan telrselbut maka pe lrusahaan belrusaha untuk me lminimaliskan pajaknya de lngan cara 

apapun teltapi masih melngikuti undang-undang, dan pe lminimalisan pajak telrselbut juga harus teltap 

melnjaga citra pelrusahaan dimata masyarakat untuk me lnjaga hubungan baik antara pelrusahaan 

delngan masyarakat dalam te lolri lelgitimasi.  

Manajelme ln pajak dapat diartikan selbagai stratelgi manajelme ln pe lrusahaan untuk me lnge llolla 

dan me lnata aspelk pe lrpajakan selrta sarana untuk me lme lnuhi ke lwajiban pelrpajakan selkaligus cara 

untuk me lngurangi pe lmbayaran pajak sele lfisieln mungkin agar dapat me lnghasilkan keluntungan 

(Amalia elt al., 2022).  

Pe lrelncanaan pajak me lrupakan tindakan pelnstrukturan yang te lrkait delngan kolnselkue lnsi 

poltelnsi pajaknya, yang te lkanannya ke lpada pe lnge lndalian seltiap transaksi yang ada kolnse lkue lnsi 

pajaknya. Kinelrja pelrusahaan me lrupakan ukuran selbe lrapa belrhasil suatu pe lrusahaan dalam 

melnjalankan pelrusahaannya delngan me lmanfaatkan sumbe lr daya yang ada. Se ldangkan me lnurut 

Collasel kinelrja pelrusahaan adalah ke ladaan dimana pe lrusahaan dapat me lngalami pe lrtumbuhan, 

melraih ke luntungan, elfisielnsi, dan mampu be lrsaing. Se ldangkan Bartolli dan Blatrix me lnde lfinisikan 

kine lrja pelusahaan selbagai hasil yang dicapai pelrusahaan selbagai hasil yang dicapai pelrusahaan 

mellalui elvaluasi, elfisielnsi, e lfelktivitas, dan kualitas (Wardaya elt al, 2020).  

Pe lrusahaan PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina yaitu selbuah pelrusahaan yang be lrge lrak 

di bidang agrolindustri dan pada pelnellitian ini me lmbahas me lnge lnai pelre lncanaan pajak yang 

dilakukan pe lrusahaan untuk me llakukan pe lnghe lmatan PPh badan pasal 25 de lngan me llakukan 

pelngolptimalan biaya-biaya yang dapat dijadikan pelngurang pada lapolran fiskal. Pada wawancara 

yang dilakukan ke lpada karyawan, pe lrusahaan ini tellah me lne lrapkan pelrelncanaan pajak yang sudah 

selsuai delngan undang-undang yang be lrlaku dan sellalu me lngupdatel sistelm pe lrpajakan me lre lka 

dalam pe lme lnuhan ke lwajiban pajaknya kare lna sudah me lme lnuhi se lgala ke lpe lrluan dan me lmbayar 

belban-be lban yang harusnya dibayarkan. Salah satunya pelme lnuhan pelmbayaran pajak badan PPh 

pasal 25 pelrusahaan yang be lrdasarkan tarif yang ada se lpelrti pada tahun 2019 tarif PPh badan yaitu 

selbe lsar 25%, pada tahun 2020-2021 tarif PPh badan yaitu selbelsar 22%, dan pada tahun 2022 tarif 

PPh badan selkarang se ljumlah 20%. akan teltapi selbe lnarnya pelrusahaan be llum me llakukan 

pelngolptimalan implelme lntasi pelrelncanaan pajaknya karelna selharusnya pelrusahaan masih bisa 

mellakukan pelnghe lmatan be lban pajak badan atau PPh telrutang yang akan dibayar delngan 

melnambahkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pe lngurang dalam pe lrelncanaan pajaknya. 

Imple lme lntasi pelrelncanaan pajak telrselbut dapat belrupa pelmbe lrian kelpada karyawannya yang 

diantaranya biaya makan dan biaya transpolrtasi dalam be lntuk uang se lhingga dapat dijadikan 

kolre lksi fiskal untuk me lngolptimalkan biaya pe lngurang pada pelrelncanaan pajak yang ada di 

pelrusahaan PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina. Karelna dalam wawancara yang didapat 

selbe lnarnya pelrusahaan tidak me lmbe lrikan biaya makan dan transpolrtasi ke lpada karyawannya yang 

selharusnya biaya telrselbut dapat me lnjadi pelngolptimalan pelrusahaan dalam me llakukan pe lrancanaan 

pajak. Biaya telrselbut dapat dijadikan suatu pelrelncanaan yang be lrkaitan delngan biaya-biaya yang 

dapat dikurangkan atau dialihkan selsuai undang-undang pe lrpajakan selbagai upaya pelningkatan 
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kine lrja pelrusahaan. 

Penambahan biaya fiskal yang dilakukan ternyata dapat menghemat pembayaran pajak PPh 

pasal 25 yang dibayar perusahaan. Seperti di tahun 2019 PPh yang dibayar perusahaan sebesar 

Rp.3.976.786.376 dan setelah dilakukannya pengkoreksian fiskal perusahaan nyatanya dapat 

menghemat pembayaran sebesar Rp. 3.969.286.376. Pada tahun 2020 yang dimana PPh pasal 25 

perusahaan sebesar Rp. 200.485.698 menjadi sebesar Rp.194.611.698. Tahun 2021 perusahaan 

membayar sebesar Rp. 7.455.140.491 menadi sebesa Rp. 7.448.329.291. Dan begitupun di akhir 

tahun 2022 PPh yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 5.730.284.425 menjadi sebesar 

Rp.5.725.215.625.   

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Peningkatan 

Kinerja Perusahaan Pada PT Perkebunan Nusantara II Bulu Cina”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini, 

yaitu:  

1. Apakah masalah implementasi perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara II 

Bulu Cina dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan? 

2. Apakah kendala yang mempengaruhi implementasi perencanaan pajak sebagai upaya 

peningkatan kinerja perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Bulu Cina? 

3. Apakah alternatif yang dapat dilakukan dalam implementasi perencanaan pajak sebagai 

upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT. Perkebunan  Nusantara II Bulu Cina? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah implementasi perencanaan pajak pada PT. 

Perkebunan Nusantara II Bulu Cina dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala implementasi 

perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT Perkebunan 

Nusantara II Bulu Cina. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis alternatif yang dilakukan dalam implementasi 

perencanaan pajak sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT Perkebunan 

Nusantara II Bulu Cina. 

 

2. Tinjauan Literatur 

 

A. Teori Legitimasi 

Menurut Epstein teori legitimasi merupakan teori yang lebih berfokus pada interaksi 

hubungan antara organisasi dan masyarakat. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan yang 

berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan 

kelompok masyarakat. Perusahaan yang ingin eksis melaksanakan bisnisnya di dalam masyarakat 

perlu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para stakeholder utama (Utomo, 2019). 

Menurut Deegan dalam teori legitimasi ini, fokus utama perusahaan harus memastikan 

bahwa manajemen perusahaan melakukan kegiatan perusahaan dalam ruang lingkup dan norma 

yang terkandung dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, dan bahwa 

manajemen dapat memastikan bahwa kegiatannya ditanggapi oleh luar atau komunitas secara aktif 

dan legal (Zaenal Abidin & R. Mahelan Prabantarikso, 2021)  

Dowling dan Pfeffer memberi penjelasan hal yang mendasari teori legitimasi adalah 
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perjanjian sosial yang ada diantara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan 

mengkonsumsi sumber daya.  

Woodward menunjukkan teori legitimasi memandang masyarakat sebagai keseluruhan  dan 

menganggap organisasi menjadi bagian dari sistem sosial lebih luas. O’Donovan menyarankan 

bahwa dimana ada perbedaan publiknya yang relevan, maka perusahaan perlu mengevaluasi nilai-

nilai sosialnya dan kemudian mensejajarkan nilai-nilai itu dengan nilai-nilai yang dipegang 

masyarakat di lingkungan perusahaan beroperasi (Ulum, 2017)  

Maka untuk mengakses sumber daya pada masyarakat maka perusahaan perlu menunjukan 

citra yang baik kepada masyarakat sekitarnya, mengadaptasi pada nilai-nilai sosial agar mendorong 

efektivitas operasional perusahaan. Akan tetapi semakin tingginya laba yang diperoleh perusahaan 

maka semakin tinggi pula tuntutan yang diberikan kepada masyarakat terhadap perusahaan hal 

tersebut membuat perusahaan melakukan hal apapun untuk mengurangi tuntutan masyarakat salah 

satunya dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan berusaha untuk meminimaliskan 

pajaknya dengan cara apapun tetapi masih mengikuti undang-undang, dan peminimalisan pajak 

tersebut juga harus tetap menjaga citra perusahaan dimata masyarakat untuk menjaga hubungan 

baik antara perusahaan dengan masyarakat. 

B. Kolnselp Dasar Pelrpajakan  

1.) De lfelnisi Pajak  

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah (Sihombing dan Alestriana, 2020). 

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu 

keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kedudukan tersebut bukan 

sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara 

kesejahteraan umum. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Salim dan Haeruddin, 2019). 

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta 

kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan 

seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan 

pemerintahannya (Salim dan Haeruddin, 2019). 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menimbulkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari pengertian yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 

iuran atau upeti yang wajib dibayarkan oleh negara yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal 

balik secara langsung berdasarkan undang-undang. 

 

2.) Jelnis – Jelnis Pajak  

Jelnis-jelnis pajak me lnurut (Juli Ratnawati dan Reltnol Indah Helrnawati, 2016) dibagi me lnjadi 

3, yaitu me lnurut gollolngannya, sifatnya, dan me lnurut lelmbaga pe lmungutnya. 

1. Melnurut Gollolnganya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul selndiri ollelh wajib pajak dan tidak 

dapat dibelbankan atau dilimpahkan ke lpada olrang lain. Colntolhnya : Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan pajak pelnghasilan. 
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b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibelbankan atau 

dilimpahkan ke lpada olrang lain.  Colntolhnya : Pajak pelnjualan atas barang me lwah, 

dimana pajak ini hanya dibe lrikan apabila wajib pajak me lnjual barang me lwah. 

2. Melnurut Sifatnya 

a. Pajak subjelktif, yaitu pajak yang be lrpangkal atau belrdasarkan pada subjelknya, dalam 

arti me lmpe lrhatikan ke ladaan dari wajib pajak. Colntolhnya : pajak pe lnghasilan dan 

pajak ke lkayaan. 

b. Pajak olbjelktif, yaitu pajak yang be lrpangkal pada olbjelknya, tanpa me lmpe lrhatikan 

ke ladaan diri wajib pajak. Colntolhnya : Pajak impolr, pajak ke lndaraan belrmoltolr, bela 

masuk, be la matelrai, dan lainnya. 

3. Melnurut Lelmbaga Pe lmungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut o llelh pelme lrintah pusat dan digunakan untuk 

me lmbiayai rumah tangga ne lgara. Colntolhnya: Pajak Pe lrtambahan Nilai (PPN), pajak 

pe lnghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya. 

b. Pajak daelrah, yaitu pajak yang dipungut ollelh pe lme lrintah daelrah dan digunakan untuk 

me lmbiayai rumah tangga daelrah. Colntolhnya: pajak holte ll, pajak hiburan, pajak 

relstolran, dan lainnya. 

 

3.) Fungsi Pajak  

Pajak me lmiliki pelranan yang signifikan dalam ke lhidupan belrnelgara, khususnya 

pelmbangunan. Pajak me lrupakan sumbe lr pelndapatan ne lgara dalam me lmbiayai se lluruh pelnge lluaran 

yang dibutuhkan, telrmasuk pelnge lluaran untuk pe lmbangunan. Selhingga pajak me lmiliki dua fungsi 

(Hamidah, elt al, 2023), yaitu: 

1. Fungsi Budge ltair 

Pajak selbagai sumbe lr dana bagi pelme lrintah untuk me lmbiayai pe lnge lluaran-pe lnge lluarannya. 

2. Fungsi Melngatur 

Pajak selbagai alat untuk me lngatur atau me llaksanakan ke lbijaksanaan pelme lrintah dalam 

bidang solsial dan elkolnolmi. Fungsi me lngatur telrselbut antara lain: 

a. Pajak dapat digunakan untuk me lnghambat laju inflasi. 

b. Pajak dapat digunakan selbagai alat untuk me lndolrolng ke lgiatan elkspolr, selpe lrti: pajak 

e lkspolr barang. 

c. Pajak dapat me lmbe lrikan proltelksi atau pelrlindungan telrhadap barang prolduksi dari dalam 

ne lge lri, colntolhnya: Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN). 

d. Pajak dapat me lngatur dan me lnarik inve lstasi moldal yang me lmbantu pelrelko lnolmian agar 

selmakin prolduktif. 

 

4.) Asas Pelmungutan Pajak dan Sistelm Pe lmungutan Pajak 

Melnurut Adam Smith dalam (Mujiyati dan M. Abdul Aris, 2021) asas pelrpajakan dibagi 

melnjadi 4, yaitu: 

1. Asas Elquality  

Asas kelse limbangan delngan ke lmampuan atau asas keladilan adalah bahwa pelmungutan pajak 

yang dilakukan ollelh ne lgara harus selsuai delngan ke lmampuan dan pe lnghasilan wajb pajak. Ne lgara 

tidak bollelh belrtindak diskriminatif telrhadap waib pajak. 

2. Asas Celrtanity 

Se lmua pungutan pajak harus belrdasarkan UU, selhingga bagi yang me llanggar dapat 

dike lnakan sanksi hukum. 

3. Asas Colnvinielncel olf Payme lnt 

Pajak harus dipungut pada saat yang telpat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya 
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disaat wajib pajak baru me lne lrima pelnghasilan atau disaat wajib pajak me lne lrima hadiah. 

4. Asas Elffelcielncy 

Biaya pelmungutan pajak diusahakan selhe lmat mungkin, jangan sampai telrjadi biaya 

pelmungutan pajak lelbih belsar dari hasil pelmungutan pajak. 

Sistelm pe lmungutan pajak dalam (Mujiyati dan M. Abdul Aris, 2021) diantaranya: 

1. Olfficial Asselssmelnt Systelm 

Sistelm ini adalah suatu sistelm pe lmungutan yang me lmbe lri we lwe lnang ke lpada pe lme lrintah 

(fiskus) untuk me lne lntukan belsarnya pajak yang te lrutang ollelh wajib pajak. Ciri-ciri sistelm 

pelmungutan pajak ini adalah (i) pajak telrhutang dihitung ollelh peltugas pajak, (ii) wajib pajak 

belrsifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul seltellah peltugas pajak me lnghitung pajak yang te lrhutang 

delngan ditelrbitkannya surat ke lte ltapan pajak. 

2. Se llf Asselssme lnt Systelm 

Sistelm yang dimana pe lmungutan pajak yang me lmbe lri we lwe lnang ke lpada wajib pajak untuk 

melne lntukan selndiri belsarnya pajak yang te lrutang. Ciri-ciri sistelm pe lmungutan pajak ini adalah; 

a. Pajak telrhutang dihitung selndiri ollelh wajib pajak, 

b. Wajib pajak be lrsifat aktif delngan me llapolrkan dan me lmbayar se lndiri pajak telrhutang yang 

selharusnya dibayar, dan 

c. Pe lme lrintah tidak pe lrlu me lnge lluarkan surat ke lteltapan pajak seltiap saat ke lcuali olle lh kasus-

kasus telrtelntu saja selpe lrti wajib pajak telrlambat me llapolrkan atau me lmbayar pajak te lrhutang atau 

telrdapat pajak yang se lharusnya dibayar teltapi tidak dibayar. 

 

C. Manajelme ln Pajak 

1.) Pe lnge lrtian Manajelme ln Pajak 

Se lcara umum manajelme ln adalah ilmu yang be lrusaha untuk me lnggunakan selmua sumbe lr 

daya yang te lrseldia selcara e lfisieln dan elfelktif untuk me lncapai tujuan. Seldangkan, pajak se lringkali 

dipandang selbagai be lban bagi pe llaku usaha, selhingga me lminimalkan be lban pajak me lrupakan salah 

satu fungsi pelnge llollaan ke luangan selsuai delngan se lmua pelraturan yang be lrlaku. Se lhingga se lcara 

ringkas, manajelme ln pajak dapat diartikan selbagai stratelgi manajelme ln pe lrusahaan untuk me lnge llolla 

dan me lnata aspelk pe lrpajakan selrta sarana untuk me lme lnuhi ke lwajiban pelrpajakan selkaligus cara 

untuk me lngurangi pe lmbayaran pajak sele lfisieln mungkin agar dapat me lnghasilkan keluntungan 

(Amalia elt al., 2022). 

Upaya dalam me llakukan pe lnghe lmatan pajak selcara lelgal dapat dilakukan me llalui 

manajelme ln pajak. Me lnurut Solphar Lumbantolruan, manajelme ln pajak adalah sarana untuk 

melme lnuhi ke lwajiban pelrpajakan delngan be lnar teltapi jumlah pajak yang dibayar dapat  ditelkan 

selre lndah mungkin untuk me lmpe lrollelh laba dan likuiditas yang diharapkan.  

Tujuan manajelme ln pajak (Amalia elt al., 2022) dapat dibagi me lnjadi dua, yaitu: 

1. Melne lrapkan pelraturan pelrpajakan selcara belnar 

2. Usaha elfisielnsi untuk me lncapai laba dan likuiditas yang se lharusnya.  

 

2.) Fungsi Manajelme ln pajak 

Tujuan manajelme ln pajak dapat dicapai me llalui fungsi- fungsi manajelme ln pajak yang 

melnurut (Polhan, 2014) telrdiri atas: 

1. Pe lrelncanaan Pajak (tax planning) 

Pe lrelncanaan pajak adalah langkah awal dalam manaje lme ln pajak. Pada tahap ini dilakukan 

pelngumpulan dan pelne llitian telrhadap pelraturan pelrpajakan agar dapat disellelksi jelnis tindakan 

pelnghe lmatan pajak yang dilakukan. 

2. Pe llaksanaan ke lwajiban pelrpajakan (tax implelme lntatioln) 

Harus dipastikan bahwa pe llaksanaan kelwajiban pe lrpajakan tellah me lme lnuhi pelraturan 
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pelrpajakan yang belrlaku. Manajelme ln pajak tidak dimaksudkan untuk me llanggar pelraturan dan jika 

dalam pe llaksanaannya me lnyimpang dari pelraturan yang be lrlaku, maka praktik telrselbut 

melnyimpang dari tujuan manajelme ln pajak. 

3. Pe lnge lndalian pajak (tax colntroll) 

Pe lnge lndalian pajak belrtujuan untuk me lmastikan bahwa ke lwajiban pajak tellah dilaksanakan 

selsuai delngan yang te llah direlncanakan dan tellah me lme lnuhi pelrsyaratan folrmal maupun matelrial. 

  

D. Pe lrelncanaan Pajak 

1.) Pe lnge lrtian Pelrelncanaan Pajak 

Pe lrelncanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajelme ln pajak yang digunakan untuk 

melnge lstimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk me lnghindari 

pajak, dan pelrelncanaan pajak selndiri me lmpunyai manfaat yaitu, pelnghe lmatan kas ke lluar. 

Pelrelncanaan pajak dapat me lnghe lmat pajak yang me lrupakan biaya bagi pe lrusahaan, me lngatur 

aliran kas. Pelre lncanaan pajak dapat me lnge lstimasi kelbutuhan kas untuk pajak dan  me lne lntukan saat 

pelmbayaran selhingga pe lrusahaan dapat melnyusun anggaran kas selcara  lelbih akurat. Pelrelncanaan 

pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajelme ln pelrpajakan yang belrfungsi untuk 

melnampung aspirasi yang belrke lmbang dari sifat dasar manusia itu. Dalam praktik, pelnde lkatan 

yang dilakukan dalam imple lme lntasi pelrelncanaan pajak ini belrsifat multidisiplinelr, selhingga wajar 

bila selolrang pelrelncana pajak yang baik harus me lmiliki wawasan dan pelnge ltahuan delngan seltiap 

kelte lntuan pelrpajakan.  

Manajelme ln pajak be lrarti me llakukan pe lre lncanaan, pelngolrganisasiaan, pe lngarahan, 

pelngkololrdinasian dan pe lngawasan me lnge lnai pelrpajakan yang tujuannya adalah untuk 

melningkatkan e lfisiselnsi dalam artian pelningkatan laba atau pelnghasilan (Polhan, 2018). 

Pe lrelncanaan pajak me lrupakan tindakan pelnstuktuan yang te lrkait delngan kolnselkue lnsi 

poltelnsi pajaknya, yang te lkanannya ke lpada pe lnge lndalian seltiap transaksi yang ada kolnse lkue lnsi 

pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pelnge lndalian telrselbut dapat me lnge lfe lsielnsikan jumlah 

pajak yang akan ditransfelr ke l pe lme lrintah, me llalui apa yang disbut selbagai pelnghindaran pajak dan 

bukan pe lnye lludupan pajak yang me lrupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di tollelransi. 

Walaupun ke ldua cara telrselbut telrdelngar me lmpunyai ko lnoltasi yang sama selbagai tindak kriminal , 

namun suatu hal yang sangat belrbelda disini bahwa pelnghindaran pajak adalah pelrbuata lelgal yang 

masih dalam ruang lingkup pelmajakan dan tidak me llangga ke lte lntuan pelraturan pelrundang-

undangan pelrpajakan, seldang pe lnye lludupan pajak je llas-jellas me lrupakan pelrbuatan ilelgal yang 

mellanggar ke ltelntuan pelraturan undang-undang pe lrpajakan.Tugas pelngambilan ke lputusan dan 

pelme lcahan maslah me lrupakan bagian pelnting dari pelke lrjaan. Dari pelngambilan ke lputusan telntang 

belsar pajak yang harus dibayar, bagaimana cara pe lmbayaran agar e lfisieln, cara me llakukan 

pelnghindaran pajak yang se lsuai undang-undang ke ltelntuan yang be lrlaku. 

Se lbagaian belsar dari tindakan yang diambil dalam rangka pe lrpajakan dapat dikate lgolrikan 

selbagai ke luntungan pajak atau biaya pajak. Pelngambil kelputusan harus mampu me lngide lntifikasi 

kolnse lkue lnsi polte lnsi pajak yang te lrkait altelrnatif yang dipilih. Belbe lrapa colntolh yang me lnyangkut 

pajak dikaitkan delngan pe lngambilanke lputusan telrselbut adaah selbagai belrikut : 

1. Pe lmbe lrian dalam belntuk natura dan kelnikmatan. 

2. Biaya seltellah pajak. 

3. Tambahan moldal dan tambahan / pelnggantian aselt. 

Pe lngadilan tellah me lngatakan bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apapun yang dapat 

dibelrlakukan telrhadap barang siapa yang me llakukan usaha untuk me lngatur pelnge lnaan pajaknya 

selminimal mungkin. Se lmua olrang akan belrbuat hal yang sama, baik yang kaya maupun yang 

miskin, dan hal ini selsungguhnya me lrupakan haknya untuk belrbuat delmikian kare lna tidak ada 

selolrangpun belrke lwajiban me lme lnuhi kajiban pelrpajakannya me lle lbihi dari jumlah yang se lharusnya 

https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl
mailto:editor.jurnalwidya@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Jurnal Widya 
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 235-250 
https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl 
editor.jurnalwidya@gmail.com                                                                                              

P-ISSN: 2746-5411 

E-ISSN: 2807-5528 

 

 
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

242 

 

melnurut ke ltelntuan pelrundang-undangan (Polhan, 2018). 

 

2.) Moltivasi Pelrelncanaan Pajak 

Moltivasi diartikan selbagai kolndisi yang me lmbe lrikan dolrolngan dalam diri selselolrang yang 

digambarkan se lbagai ke linginan, ke lmauan, dan dolrolngan. Se lcara umum moltivasi dilakukannya 

pelrelncanaan pajak adalah untuk me lmaksimalkan laba seltellah pajak. Karelna pajak itu 

melmpe lngaruhi pelngambilan ke lputusan atas suatu tindakan dalam olpe lrasi pelrusahaan dan 

pelmanfaatan pelluang atau ke lselmpatan dalam ke ltelntuan pelraturan yang dibuat olle lh pelme lrintah 

untuk me lmbe lrikan pelrlakuan yang belrbelda. Pelrelncanaan pajak me lrupakan salah satu unsur 

pelnunjang unuk me lncapai tujuan pelrusahaan. Unsur pnunjang lainnya yaitu unsur pelndapatan atau 

pelnghasilan yang dihasilkan ollh pelrusahaan, dimana pelndapatan/pelnghasilan me lrupakan olbjelk 

pajak tidak final dan ada juga yang me lrupakan olbjelk pajak final. 

Moltivasi yang me lndasari dilakukannya suatu pelrelncanaan pajak me lnurut (Amalia elt al., 

2022) umumnya be lrsumbe lr dari tiga unsur pelrpajakan, yaitu: 

1. Kelbijakan Pelrpajakan 

Kelbijakan pelrpajakan me lrupakan altelrnatif dari belrbagai sasaran yang he lndak dituju dalam 

sistelm pe lrpajakan. Pada saat selkarang ini, sistelm pe lmbayaran pajak yang belrlaku di Indolnelsia 

diandasi ollelh sistelm pe lmungutan dimana wajib pajak bolle lh me lnghitung, me lmpe lrhitungkan, dan 

melmbayar selndiri belsarnya pajak yang harus diseltolrkan. Sistelm ini dibe lrlakukan untuk 

melmbe lrikan ke lpe lrcayaan se lbelsar-be lsarnya ke lpada masyarakat guna me lningkatkan ke lsadaran dan 

pelran selrta masyarakat dalam me lnye ltolrkan pajaknya. Sistelm ini juga me lnguntungkan pelrusahaan 

untuk me lngimple lme lntasikan pelre lncanaan pajaknya dalam pe lnge lndalian pelme lnuhan ke lwajiban 

pelrpajakan pelrusahaan. Pada pelrusahaan yang me lmpe lrollelh tarif pajak tinggi, diupayakan 

selminimal mungkin me lmbe lrikan ke lseljahtelraan karyawan dalam be lntuk natura dan ke lnikmatan 

kare lna pelnge lluaran ini tidak dapat dibelbankan selbagai biaya. 

2. Undang-undang pe lrpajakan 

Undang-undang pe lrpajakan adalah kumpulan pe lraturan-pe lraturan yang me lngatur masalah 

pelrpajakan. Pada kelnyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang me lngatur pelrmasalahan 

selcara selmpurna, maka dalam pe llaksanaannya sellalu diikuti ollelh ke lte lntuan-ke ltelntuan lain. Selpe lrti 

dike ltahui, pelncanaan pajak me lrupakan suatu prolse ls yang me lnde ltelksi cacat telolritis dalam ke lte lntuan 

pelraturan pelrundang-undangan pe lrpajakan. Mellakukan pelre lncanaan pajak dapat dilakukan de lngan 

melmanfaatkan cellah-ce llah dari pelraturan pelrundang-undangan yang be lrlaku. 

3. Administrasi pelrpajakan 

Administrasi pajak pada dasarnya adalah ke llanjutan dari pellaksanaan pele lncanaan pajak. 

Administrasi pajak adalah me ltolde l untuk me lyakinkan bahwa apa yang dilakukan te llah selsuai 

delngan yang direlncanakan. Pada intinya administrasi adalah belntuk dari suatu sistelm untuk 

melnge lndalikan masalah pajak pelrusahaan. Dalam sistelm itu minimal harus me lncakup hal-hal 

belrikut: 

a. Melmolnitolr transaksi-transaksi utama yang me lmpunyai dampak pe lrpajakan cukup 

signfikan, me lnjamin bahwa transaksi utama telrselbut tellah dicatat atau dipe lrlakukan 

selsuai delngan undang-undang dan ke lbijaksanaan pelrusahaan. 

b. Melnciptakan sistelm pe lngawasan intelrnal untuk me lnjamin bahwa belrbagai ke lwajiban 

pe lrpajakan tellah diikuti de lngan belnar, delngan delmikian relsikol sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana dapat dihindari atau diminimumkan se lhingga tidak me lnimbulkan 

pe lmbolrolsan sumbelr dana pe lrusahaan. 

3.) Tahapan Pelrelncanaan Pajak 

Dalam arus glolbalisasi dan tingkat pelrsaingan yang selmakin tinggi, pelrelncanaan pajak 

dibuat selbagaimana stratelgi pelre lncanaan pelrusahaan selcara ke lselluruhan harus me lmpe lrhitungkan 
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adanya ke lgiatan yang be lrsifat lolkal maupun intelrnasiolnal. 

Agar pe lrelncanaan pajak se lsuai harapan maka tahapan pelrelncanaan yang harus ditelmpuh 

(Fauzan elt al, 2023), yakni: 

1. Analysis olf thel elxisting data basel (Mellakukan analisis data basel yang ada) 

Tahap pelrtama delngan me lnganilisis kolmpolne ln yang be lrbelda atas pajak, yang telrlibat dalam 

suatu prolye lk dan me lnghitung se lakurat mungkin belban pajak yang ditanggung. 

2. De lsign olf olnel olr molrel polssiblel tax plans (Melmbuat satu moldell atau lelbih relncana 

be lsarnya pajak) 

Dalam be lntuk transaksi olpe lrasi atau hubungan intelrnasiolnal, hampir sama sistelm pe lrpajakan 

intelrnasiolnal dua nelgara yang ditelntukan lelbih dahulu. Mulai tahapan olpelrasi, pelmilihan transaksi, 

dan hubungan yang paling me lnguntungkan. 

3. Elvaluating a tax plan (Mellakukan e lvaluasi atas pelrelncanaan pajak) 

Mellakukan e lvaluasi untuk me llihat hasil pellaksanaan suatu pelrelncanaan pajak te lrhadap 

belban pajak, pelrbeldaan laba koltolr, dan pelnge lluaran sellain pajak atas be lbagai altelrnatif 

pelrelncanaan. 

4. De lbugging thel tax plan (Me lncari kelle lmahan dan me lmpe lrbaiki ke lmbali relncana pajak) 

Melnge lvaluasi dan me llakukan tindakan pelrubahan teltap harus dijalankan walaupun 

dipelrlukan pelnambahan biaya atau ke lmungkinan ke lbe lrhasilan sangat kelcil. 

5. Updating thel tax plan (Melmutakhirkan relncana pajak) 

Pe lrlu dilakukan pelrhitungan seltiap pelrubahan yang telrjadi, baik dari undang-undang maupun 

pellaksanaannya 

 

4.) Lapolran Keluangan Kolme lrsial dan Kolrelksi Fiskal 

Lapolran ke luangan  kolme lrsial disusun belrdasarkan standar akuntansi ke luangan yang 

tujuannya adalah me lnye ldiakan infolrmasi yang me lnyangkut polsisi ke luangan, kine lrja, selrta 

pelrubahan polsisi keluangan suatu pelrusahaan yang belrmanfaat bagi seljumlah belsar pelmakai dalam 

pelngambilan ke lputusan elkolnolmi. 

Lapolran ke luangan fiskal me lrupakan lapolran ke luangan yang disusun selsuai pelraturan 

pelrpajakan dan digunakan untuk ke lpe lrluanpelrhitungan pajak (Haelruddin elt al, 2022). Relkolnsiliasi 

fiskal dilakukan olle lh wajib pajak karelna telrdapat pelrbeldaan pelnghitungan, khususnya laba me lnurut 

akuntansi (kolme lrsial) delngan laba me lnurut pelrpajakan (fiskal). Lapolran ke luangan ko lme lrsial dapat 

diubah me lnjadi lapolran ke luangan fiskal delngan kolrelksi selpe lrlunya atau pelnye lsuaian delngan 

pelraturan pelrpajakan. 

Kolrelksi fiskal adalah kolrelksi pelrhitungan pajak yang diakibatkan ollelh adanya pelrbeldaan 

pelngakuan me ltolde l, masa manfaat, dan umur dalam me lnghitung laba selcara kolme lrsial delngan 

selcara fiskal. Laba selcara kolme lrsial akan sama delngan laba selcara fiskal hanya apabila selmua 

unsur dalam pe lrhitungan pajak tellah dilakukan ollelh wajib pajak be lrdasarkan kelte lntuan pelrpajakan. 

Jelnis kolrelksi fiskal adalah kolrelksi fiskal polsitif yaitu kolrelksi fiskal yang me lnye lbabkan 

pelnambahan pelnghasilan ke lna pajak dan PPh telrutang dan kolrelksi fiskal nelgatif yaitu kolre lksi yang 

melnye lbabkan pe lngurangan pelnghasilan kelna pajak dan PPh telrutang. 

 

5.) Imple lme lntasi Pelrelncanaan Pajak  

Pe lnelrapan pelrelncanaan pajak pe lrlu dilakukan o llelh pe lrusahaan selhubung de lngan be lrbagai 

pelngakuan me ltoldel akuntansi, selpelrti pelngakuan biaya maupun pe lnghasilan, cara pelmbayaran 

pajak, pelnelmpatan moldal, pelngakuan rugi, pelmilihan cara pelngakuan se llisih kurs, pelrmintaan 

relstitusi hingga pe lrmintaan imbalan bunga.  

Imple lme lntasi pelrelncanaan pajak me lliputi staffing yaitu me lnelntukan olrang-olrang yang 

telrlibat dalam prolsels telrselbut, pellaksanaan ini telntu me llihat pada olptimalisasi pe lrelncanaan pajak, 
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selhingga imple lme lntasi dari apa yang sudah digariskan dalam pe lrelncanaan pajak jangan sampai 

tidak prolpolsiolnal dan hasilnya tidak bagus (Polhan, 2018). 

Juga cara lain pelngimple lme lntasian pelrelncanaan pajak yaitu delngan me lmaksimalkan biaya 

fiskal dan me lminimalkan biaya yang tidak dipelrke lnankan selbagai pelngurang, pe lmilihan me ltoldel 

pelnyusunan aktiva teltap dan amolrtisasi atas aktiva tidak be lrwujud, me lmilih me ltolde l pelnilaian 

pelrseldiaan, dan pelmilihan pe lmbe lrian ke lseljahtelraan kelpada karyawan dalam be lntuk natura ataupun 

uang.  

Pe lmbe lrian kelse ljahtelraan ke lpada karyawan dapat belrupa tunjangan belrupa uang, fasilitas 

kelse lhatan, pelrumahan, biaya transpolrtasi, biaya makan, fasilitas ke lseljahtelraan, jaminan hari tua, 

pelmbayaran prelmi asuransi, dan belrbagai belne lfit lainnya. 

 

6.) Kinelrja Pelrusahaan 

Kinelrja pelrusahaan me lnurut Siminica adalah hasil yang diraih pelrusahaan selhingga me lnjadi 

e lfisieln dan elfelktif. Seldangkan me lnurut Collasel kinelrja pelrusahaan adalah ke ladaan dimana 

pelrusahaan dapat me lngalami pe lrtumbuhan, me lraih ke luntungan, e lfisielnsi, dan mampu be lrsaing. 

Seldangkan Bartolli dan Blatrix me lnde lfinisikan kinelrja pelusahaan selbagai hasil yang dicapai 

pelrusahaan selbagai hasil yang dicapai pelrusahaan me llalui elvaluasi, elfisielnsi, e lfelktivitas, dan 

kualitas (Wardaya elt al, 2020). 

Kinelrja pelrusahaan dapat diukur dari kinelrja keluangan dan noln ke luangan. Kinelrja ke luangan 

telrdiri dari elfisielnsi keluangan selpelrti inve lstasi, ke luntungan atas pelnjualan, dan margin laba belrsih. 

Seldangkan kine lrja noln ke luangan me lliputi pelrtumbuhan pasar. 

Pe lnilaian kinelrja pelrusahaan lelbih seldelrhana daripada pelnilaian kinelrja pelrusahaan belsar. 

Pelngukuran kine lrja pelrusahaan dapat dapat dilihat dari pelnilaian yang be lrbasis nilai. Kinelrja 

pelrusahaan yang baik me lnghasilkan pelrtumbuhan usahanya me lnjadi lelbih baik dan lelbih belsar. 

Pelrusahaan me lngukur pe lrtumbuhan me lre lka de lngan pelrtumbuhan olmse lt dan pelrtumbuhan lapangan 

pelke lrjaan. Pelnilaian kinelrja pelrusahaan yang paling telpat dapat dilihat dari selgi finansial yang 

dipelrgunakan selbagai pe lningkatan pelnjualan dan pe lningkatan ke luntungan. Ke lbelrhasilan suatu 

pelrusahaan sangat ditelntukan ollelh partisipasi olrang-olrang di dalamnya. 

 

3. Meltoldel Pelnellitian 
Pe lmilihan pelnde lkatan kualitatif didasarkan ollelh selsuai jelnis pelnellitian yang akan dilakukan 

yaitu untuk me lnge ltahui bagaimana pe lre lncanaan pajak yang te lrdapat pada suatu pe lrusahaan. Olbjelk 

pelnellitian pada pelne llitian ini adalah PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina yang be lralamat Jl. 

Elmplasme ln B, Bulu Cina, Kelc Hamparan Pelrak, Kabupateln Delli Selrdang, Sumatelra Utara 20374. 

Melnurut Nasutioln, dalam pe lnellitian kualitiatif, tidak ada pilihan lain daripada me lnjadikan manusia 

selbagai instrume ln pe lnellitian utama (Sugiyolnol, 2018). Maka disimpulkan bahwa pelne lliti 

melrupakan instrume ln pelne lliatian utamanya, yang dimana pelne lliti yang me lncari tahu pelrmasalahan 

yang ada pada telmpat pe lne llitian, lalu me lngangkat judul dari pelrmasalahan te lrselbut, ke lmudian 

melnganalisis pelrmasalahan delngan me llakukan pe lngujian-pe lngujian untuk me lne lmukan sollusi dari 

pelrmasalahan telrselbut. Se ldangkan instrume lnt pelndukung pada pe lne llitian ini yaitu hasil wawancara 

dan dolkume ln pe lndukung me lnge lnai pajak pelrusahaan dan lapolran ke luangan tahun 2019 - 2022 

pelrusahaan. Jelnis data yang digunakan dalam pe lne llitian ini me lrupakan data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif yang dimaksud be lrupa data dolkume ln yang te lrapat nilai atau bilangan 

yang bisa be lrubah-ubah yaitu lapolran ke luangan pelrusahaan tahun 2019 - 2022, lapolran ke luangan 

fiskal, dan data-data pajak yang dibayarkan pe lrusahaan. Se ldangkan, data kualitatif yaitu data yang 

belrhubungan delngan ke ladaan dan gambaran kualitas imple lme lntasi pelrelncanaan pajak yang di telliti 

yang didapatkan me llalui wawancara.  

Sumbe lr data yang digunakan me lrupakan data prime lr dan data selkunde lr. Data prime lr disini 
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melrupakan be lntuk data langsung de lngan me llakukan wawancara ke lpada pelgawai pelrusahaan. Data 

selkunde lr yang digunakan le lwat dolkume ln yaitu belrupa lapolran keluangan laba rugi tahun 2019 - 

2022, lapolran ke luangan laba rugi fiskal dan data-data yang dibutuhkan pada pe lnellitian. Pada 

pelnellitian ini pelngumpulan data dilakukan me llalui wawancara dan dolkume ln pe lndukung be lrupa 

lapolran keluangan laba rugi PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina tahun 2019 - 2022, dan lapolran 

laba rugi fiskal selrta belbe lrapa dolkume ln yang dibutuhkan dalam pe lne llitian. Melngikuti alur moldell 

yang dike lmukakan W. Lawrancel Neluman dalam (Iskandar, 2022) selcara telolritik ada 5 (lima) 

macam triangulasi dalam pe lne llitian kualitatif, yaitu Triangulasi Sumbe lr Data (Pelnellitian 

Lapangan), Sumbe lr Data (Pe lnellitian Analisis Telks Meldia), Meltolde l, Waktu, dan Pelriselt. Dalam 

pelnellitian ini, me lnggunakan triangulasi sumbe lr data (Pelne llitian Lapangan). Dimana data yang 

dipelrollelh untuk pelne llitian ini belrasal dari belrbagai sumbe lr yaitu wawancara dan dolkume ln. Telknik 

analisis data pada pelne llitian ini yaitu telknik analisis data kualitatif Delskriptif delngan me lnggunakan 

aplikasi Nvivol 12 prol. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
A. Pembahasan  Masalah Implementasi Perencanaan Pajak 

Se lbagai upaya pelningkatan kine lrja pelrusahaan, implelme lntasi pelrelncanaan pajak me lrupakan 

salah satu yang me lnjadi faktolr yang me lmpe lngaruhinya. Apabila selmakin baik imple lme lntasi 

pelrelncanaan pajak yang dilakukan olle lh pe lrusahaan maka se lmakin me lningkat pula kinelrja 

pelrus

ahaa

n 

yang 

belrja

lan. 

Pelrel

ncanaan pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajelme ln pe lrpajakan yang belrfungsi 

untuk me lnampung aspirasi yang belrke lmbang dari sifat dasar manusia itu. Dalam praktik, 

pelndelkatan yang dilakukan dalam imple lme lntasi pelre lncanaan pajak ini belrsifat multidisiplinelr, 

selhingga wajar bila selolrang pe lrelncana pajak yang baik harus me lmiliki wawasan dan pelnge ltahuan 

delngan seltiap ke ltelntuan pelrpajakan (Polhan, 2018). Pelrelncanaan pajak dilakukan de lngan me lnyusun 

tahapan pelrelncanaan pajak yang akan dibayar ollelh pe lrusahaan untuk me lminimalkan pajak yang 

akan dibayar ollelh pelrusahaan dan me lmaksimalkan laba yang didapat. 

Salah satu pajak yang harus dibayar ollelh pelrusahaan yaitu pajak pelnghasilan 25 badan atau 

PPh pasal 25 badan. PPh pasal 25 badan me lrupakan pajak pelnghasilan dalam tahun belrjalan yang 

dibayar atas pelnghasilan atau ke luntungan yang dipelro llelhnya. Dalam Pe lraturan Pe lme lrintah (PP) 

Nol. 1 yang me lnggantikan Undang-Undang tahun 2020, tarif PPh badan untuk tahun pajak 2020 

dan 2021 me lnjadi 22%, seldangkan mulai tahun pajak 2022 tarif PPh badan me lnjadi 20%. Adapun 

pelrhitungan PPh badan pada pelrusahaan PT. Pelrkbunan Nusantara II Bulu Cina pada tahun 2019-

2022: 

 

Tabel 1. Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah) 

Dari tabell di atas dapat dilihat bahwa pelrusahaan sudah selme lstinya me lnjalankan 

pelmbayaran PPh badannya selsuai undang- udang yang be lrlaku UU Nol.7 Tahun 2021 SK Nol. 

115559A. Akan teltapi pelrusahaan PTPN II Bulu Cina selbelnarnya bellum me lme lnuhi se lmua 

pelrelncanaan pajaknya dalam imple lme lntasi pelrelncanaan pajak me lski sudah me lme lnuhi pe lraturan 

Tahun  Pendapatan  

Biaya 

Operasional 

 Laba Sebelum 

Pajak  

 PPh 

Terutang  

 Laba 

Bersih  

2019 60,045,594,904 44,138,449,402 15,907,145,502 3,976,786,376 11,930,359,127 

2020  61,632,542,613  60,721,243,988 911,298,625   200,485,697  710,812,927  

2021 117,475,367,874  83,588,365,644 33,887,002,230   7,455,140,491  26,431,861,739  

2022 117,264,284,366  91,217,536,980 26,046,747,386  5,730,284,425 20,837,397,909  
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yang te llah diteltapkan ollelh pe lme lrintah. Dalam data yang disajikan pelrusahaan juga te llah me lmbayar 

pajak delngan se lsuai undang-undang yang be lrlaku. Akan te ltapi ada hal yang be llum diolptimalkan 

ollelh pelrusahaan untuk lelbih me llakukan pe lnghe lmatan pajak delngan me lmanfaatkan implelme lntasi 

pelrelncanaan pajak. Tujuan pe lrelncanaan pajak adalah untuk me lmaksimalkan laba seltellah pajak. 

Karelna pajak itu me lmpe lngaruhi pelngambilan ke lputusan atas suatu tindakan dalam olpe lrasi 

pelrusahaan dan pelmanfaatan pelluang atau ke lselmpatan dalam ke lte lntuan pelraturan yang dibuat ollelh 

pe lme lrintah 

untuk me lmbe lrikan pelrlakuan yang be lrbelda (Amalia, elt al, 2022). 

Dari hasil wawancara dari narasumbe lr Bapak Risnawan ”PT. Pelrke lbunan Nusantara Kelbun 

Bulu Cina bellum me lme lnuhi selmua pe lrelncanaan pajaknya”. Hingga saat ini pelrusahaan masih 

melngikuti pelraturan undang-undang yang be lrlaku pada pelme lrintah, akan teltapi pelraturan dari 

pelrusahaan ada biaya yang tidak te lrmasuk ke ldalam pe lre lncanaan pajak yang be lrlaku di pelrusahaan, 

kare lna hal telrselbut tidak ditanggung olle lh pelrusahaan, dan me lngakibatkan pelrelncanaan pelrpajakan 

melnjadi bellum telrpelnuhi. 

Dan me lnurut wawancara yang dilakukan de lngan narasumbe lr Bapak Krismantol hasil yang 

hampir sama pelrsis juga didapatkan. Belliau me lngatakan “Pelrusahaan sudah me llakukan 

pelrelncanaan pajak se lsuai undang-undang” Me lski pe lrelncanaan pajak sudah selsuai de lngan undang-

undang tapi bellum se lmpurna selluruhnya. Pelrelncanaan pajak disusun harus belrdasarkan tahapan-

tahapan yang be lrlaku. Maka dapat disimpulkan dari hasil pelnellitian ini pelrusahaan PT. Pelrke lbunan 

Nusantara II Bulu Cina bellum se lpelnuhnya me llakukan imple lme lntasi pelrelncanaan pajaknya me lski 

sudah me llakukannya de lngan be lnar selsuai undang-undang yang be lrlaku akan te ltapi masih ada biaya 

yang be llum be lnar-be lnar dimasukkan ke l dalam pe lre lncanaan pajak pe lrusahaan. 

 

B. Pembahasan Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Perencanaan Pajak 

Imple lme lntasi pelrelncanaan pajak selbagai upaya pelningkatan kinelrja pelrusahaan harus 

belrjalan delngan olptimal agar me lmaksimalkan laba yang didapat olle lh pelrusahaan. Pelmaksimalan 

telse lbut dapat dilakukan de lngan me lmaksimalkan biaya-biaya fiskal yang dapat dijadikan pe lngurang 

dalam pe lrelncanaan pajak. Colntolh biaya fiskal telrselbut selpe lrti biaya makan dan biaya transpolrtasi 

yang be llum dimasukkan dalam lapolran laba rugi pada saat pelnjurnalan. Pelmaksimalan biaya fiskal 

telrselbut telrmuat dalam tabell di bawah ini: 

 

Dari tabell 2 dapat dilihat apabila selte llah dilakukannya fiskal dari imple lme lntasi pe lrelncanaan 

pajak dilakukan se lcara olptimal de lngan me lmasukkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pelngurang 

atau kolrelksi polsitif pada lapolran fiskal, PPh telrutang yang dibayarkan olle lh PT. Pelrke lbunan 

Nusantara II Bulu Cina dapat me lnjadi lelbih dihelmat. Adanya ke lndala yang dihadapi olle lh PT. 

Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina dalam imple lme lntasi pelrelncanaan pajak yaitu pelrusahaan 

bellum selpe lnuhnya me lngo lptimalakan selgala biaya yang dapat dimanfaatkan dan ada belbe lrapa biaya 

yang tidak telrmasuk tanggungan pelrusahaan. Kurangnya pelngolptimalan ini me lnjadi ke lndala yang 

melnye lbabkan imple lme lntasi pelrelncanaan pajak pada pelrusahaan me lnjadi kurang maksimal. 

Padahal biaya-biaya telrselbut dapat me lnghe lmat PPh telrutang yang dibayarkan ollelh pelrusahaan 

hingga me lncapai Rp.5.725.215.625 di tahun 2022 daripada angka aslinya yang be lrnolminal 

RP.5.730.284.425 ditahun yang sama. Ini artinya pe lrusahaan mampu me lnghe lmat PPh yang akan 

Tabel 1 Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan (Dalam Rupiah) 

Tahun  Pendapatan  

Biaya 

Operasional 

 Laba Sebelum 

Pajak  

 PPh 

Terutang   Laba Bersih  

2019    60,045,594,904  44,168,449,402  15,877,145,502  3,969,286,376  11,907,859,127  

2020  61,632,542,613  60,747,943,988 884,598,625   194,611,698  689,986,928  

2021 117,475,367,874  83,619,325,644 33,856,042,230   7,448,329,291  26,407,712,939  

2022 117,264,284,366 91,240,576,980 26,023,707,386 5,725,215,625 20,298,491,761 
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dibayarkan hingga Rp.5.068.800,-. 

Bapak Risnawan me lngatakan “Kelndala yang dihadapi dalam pe lrelncanaan pajak kare lna 

adanya be lbelrapa biaya yang tidak te lrmasuk tanggungan pe lrusahaan”. Bapak Krismantol juga 

melnyatakan “Kelndalanya diselbabkan ollelh be llum se lpe lnuhnya me lngolptimalkan selgala biaya yang 

dapat dimanfaatkan” pelrnyataan ini me lngandung maksud yang sama de lngan yang dikatakan olle lh 

narasumbe lr Bapak Risnawan. Biaya-biaya te lrselbut me lrupakan tidak adanya biaya makan dan biaya 

transpolrtasi yang dapat dijadikan pelngurang pada lapolran fiskal pelrusahaan untuk me lnghe lmat 

pelmbayaran PPh badan telrutang. 

Pe lnellitian ini seljalan delngan pelne llitian yang dilakukan ollelh Indariyadi (2015) yang 

melnyimpulkan bahwa yang me lnjadi ke lndala dalam imple lme lntasi pelrelncanaan pajak yaitu 

kurangnya pe lngolptimalan biaya-biaya yang dapat dijadikan pelngurang se lpelrti halnya biaya makan 

dan biaya transpolrtasi. Selharusnya pe lrusahaan dapat me lnambahkan biaya te lse lbut untuk le lbih 

melngolptimalkan imple lme lntasi pelrelncanaan pajaknya. 

Dan juga ada pe lnellitian yang tidak se ljalan delngan hasil pelnellitian ini, yang dilakukan ollelh 

Rahmat dan Zaini (2020) yang me lnyimpulkan bahwa imple lme lntasi pelrelncanaan pajak yang 

dilakukan sudah me lmasukkan biaya makan dan minum dan dapat lelbih diutamakan de lngan 

pelnelrapan kelbijakan zakat atau sumbungan se lbagai pelngurang pe lnghasilan ke lna pajak. 

Pe lrelncanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajelme ln pajak yang digunakan untuk 

melnge lstimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk me lnghindari 

pajak, dan pelrelncanaan pajak selndiri me lmpunyai manfaat yaitu, pelnghe lmatan kas ke lluar. 

Pelrelncanaan pajak dapat me lnghe lmat pajak yang me lrupakan biaya bagi pe lrusahaan, me lngatur 

aliran kas. Pelngimple lme lntasian pelre lncanaan pajak yaitu delngan me lmaksimalkan biaya fiskal dan 

melminimalkan biaya yang tidak dipelrke lnankan se lbagai pelngurang, pe lmilihan me ltolde l pelnyusunan 

aktiva teltap dan amolrtisasi atas aktiva tidak belrwujud, me lmilih me ltolde l pe lnilaian pe lrseldiaan, dan 

pelmilihan pelmbe lrian ke lseljahtelraan ke lpada karyawan dalam belntuk uang (Polhan, 2018). 

Dapat kita simpulkan bahwa pelnambahan biaya makan dan biaya transpolrtasi dapat me lnjadi 

biaya fiskal kolrelksi polsitif dalam imple lme lntasi pelre lncanaan pajak selhingga dapat me lngurangi 

pelmbayaran PPh telrutang pe lrusahaan hingga me lnjadi lelbih helmat dari selbe llum dimasukkan biaya 

telrselbut ke ldalam kolre lksi polsitif pada lapolran fiskal PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina. 

 

C. Pembahasan Upaya Implementasi Perencanaan Pajak 

Melngide lntifikasi upaya yang dilakukan PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina dalam 

melminimalisasikan masalah yang dihadapi pada imple lme lntasi pelrelncanaan pajak pada pelrusahaan 

PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina. Upaya yang dilakukan ollelh PT. Pelrke lbunan Nusantara II 

Bulu Cina dalam masalah imple lme lntasi pelrelncanaan pajak yaitu: 

1.) Pe lme lnuhan ke lwajiban yang harus dibayar 

Pe lrusahaan wajib me lme lnuhi selgala ke lwajiban yang te lrutang de lngan me lmbuat daftar 

nolrmatif untuk pelngimple lme lntasian pelrelncanaan pajak selpelrti pelme lnuhan prelmi asuransi, 

tunangan selwa rumah, atau selbagainya. Bapak Risnawan me lngatakan dalam wawancara yang 

dilakukan “Upaya yang dilakukan yaitu pe lme lnuhan ke lwajiban yang harus dibayar se lpelrti gaji 

polkolk, uang le lmbur dan selbagainya dalam pelnyusunan daftar nolrmatif telrlelbih dahulu untuk 

melnyusun pelre lncanaan pajak”.  

Adapun hasil pelnellitian ini seljalan delngan yang dilakukan ollelh Ahmad, e lt al (2019) dimana 

upaya yang dilakukan dalam pe lne lrapan pelrelncanaan pajak dapat dilakukan de lngan me lmbuat daftar 

nolrmatif yang me lnjadi tahapan awal untuk me lmbayar pe lme lnuhan PPh telrutangnya. 

Mellakukan pe lmbuatan daftar nolrmatif yang dilakukan dan me llampirkan saat pe llapolran, 

dapat me lnambahkan nilai lapolran fiskal pada pelrusahaan (Ahmad elt al., 2019). 

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan ollelh pelrusahaan PT. Pe lrke lbunan 
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Nusantara II Bulu Cina me lme lnuhi selgala ke lwajiban yang telrutang delngan me lmbuat daftar 

nolrmatif telrlelbih dahulu se lbagai tahap awal untuk me llakukan imple lme lntasi pe lelncanaan pajak 

selhingga dapat me lmasukkan biaya apa saja yang dapat dijadikan kolrelksi polsitif di lapolran fiskal 

pada saat pellapolran. 

2.) Pe lmbayaran PPh Pasal 21,23,25, dan Pajak selwa tanah 

Untuk me lme lnuhi pelrelncanaan pajaknya pelrusahaan me llakukan pelnyusunan daftar 

pelmbayaran belban-be lban pajak yang dibayar. Pajak yang dibayar pelrusahaan tellah diteltapkan olle lh 

aturan pelrusahaan yang ada selsuai delngan aturan pelme lrintah yang be lrlaku, teltapi pe lrusahaan masih 

bisa me llakukan pe lnghe lmatan pajak delngan me llakukan pe lngolptimalan biaya-biaya yang dapat 

dijadikan pelngurang te lrutama dalam pe lmbayaran PPh pasal 25 badan. Bapak Krismantol 

melngatakan “Upaya yang dapat dilakukan dalam pe lme lnuhan imple lme lntasi pe lrelncanaan pajak 

delngan me llakukan pe lmbayaran PPh 21, 23, 25, dan pajak selwa tanah yang dibayar delngan 

selolptimal mungkin”. 

Adapun pelne llitian untuk upaya ini seljalan delngan pelne llitian yang dilakukan ollelh Wicaksana 

& Rachman (2018)  me lnyatakan bahwa upaya yang dilakukan olle lh PT. Pratama Graha Selme lsta 

dapat belrupa pelngolptimalan dalam pe lmbayaran PPh 25 kre ldit pajak. 

Dapat disimpulkan dari upaya yang dilakukan dalam imple lme lntasi pelrelncanaan pajak yaitu 

delngan me llakukan pe lmbayaran PPh telrutang delngan se lolptimal mungkin. 

 

 

5. Kelsimpulan 
Se ltellah me llakukan analisis dan pelne llitian ini, maka pe lne lliti dapat me lmbuat ke lsimpulan selbagai 

belrikut: 

1. PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina bellum se lpelnuhnya me llakukan implelme lntasi 

pe lrelncanaan pajaknya me lski sudah me llakukannya de lngan be lnar selsuai undang-undang. 

2. Pada PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina bahwa pelnambahan biaya makan dan biaya 

transpolrtasi dapat me lnjadi biaya fiskal kolrelksi polsitif dalam imple lme lntasi pe lrelncanaan 

pajak selhingga dapat me lngurangi pelmbayaran PPh telrutang pelrusahaan. 

3. Upaya yang dilakukan PT. Pelrke lbunan Nusantara II Bullu Cina dalam imple lme lntasi 

pe lrelncanaan pajak yaitu de lngan me llakukan pe lmbayaran PPh telrutang delngan selolptimal 

mungkin. 

 

SARAN 

Be lrdasarkan pelne llitian yang dilakukan me lnge lnai analisis implelme lntasi pelre lncanaan pajak 

selbagai pelningkatan kinelrja pelrusahaan, pelnelliti be lrusaha me lmbe lrikan saran kelpada PT. 

Pelrke lbunan Nusantara II Bulu Cina selbagai belrikut: 

4. Pe lrusahaan harus lelbih me lningkatkan lagi sistelm pe lrelncanaan pajaknya agar lelbih bisa 

me llakukan pe lnghe lmatan PPh telrutang yang dibayar se lhingga kine lrja pelrusahaan dapat lelbih 

me lningkat. 

5. Diharapkan agar pelrusahaan me lmasukan biaya makan dan transpolrtasi untuk karyawan 

selhingga dapat dijadikan biaya pelngurang pada pellapolran fiskal ditahun belrikutnya selhingga 

pe lrelncanaan pajak yang ada dipelrusahaan akan belrjalan lelbih baik lagi. 

6. Pe lrusahaan harus lelbih telrbuka lagi dalam me lmbe lrikan data-data yang dipe lrlukan te lrkait 

pe lnellitian yang dilakukan ollelh pelne lliti dimasa yang akan datang 
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